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KEFALA BADAN FENGELOLA KELIANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang t 4 Bahwa untuk memperoleh wkuran keberhasilan dari pencapaian
Sudtu tujuan dan sagaran strategis organisasi yang digunakan untuk
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja diperlukan
sudtu indikator kerja;

b.  Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, serta
untuk mewujudkan pemerintahan vang bersih dan berlangzunz
Jawab dan untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instasnsi
pemerintah perlu disusun indikator Kincrja Ltama pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah Sintang Tahun 2021 - 2026;

c.  Bahwa untuk melaksanakan pada maksud tersebut pada huruf b di

atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Sintang;

Mengingat ¢ L Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Unding-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953  temting
PFermnbentukan Dacrah Tingkat 11 Di Kalimantan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ):

2. Undang-Undang Nomor Z8 Tshun 1999 tentang Penyelensgaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 dan Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 )

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Fidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nesara Bepublik Indonesia
Nomor 3874 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4150 );

4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuanzan Mo
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42386 )

a.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tangzung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
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Undang-linding Nomor 2% Tahun 20014 Tentang Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor
Z44, Tambahan Lembaran Nesarn Republik Indonesia Nomor 5557 )
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir denzan Undane-
Undamz Nomor 9 Tahun Z005  (lembaran Newara  Republik
Indoresia Tahun ZO15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Ecpublik Indonesia Nomor 579 );

Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun Z005 tentang Penzelolaan
Keuvangan Daerah (Lembaran Mesara Bepublik Indoncsia Tahuan
2005 Nomor 1440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4578 ),

Fevaturan Femeérintah Momor & Tahun 2006 fentang Pedoman
Keuangan Evaluasi Penyvelenzgacaan Pemerintah Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515 );

Feraturan Femerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins,
dan Femerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran r'-r:,-:,ara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Kegara Bepublik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Femerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Ferangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4741 J;

Feraturan MenteriFendayagunaan Aparatur MNegara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Fetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Felaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006
tentang  Pengelolaan  Keuangan Dacrah  (Lembaran Dasrah
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26 )} schagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomeor 3 Tahun 2013
{Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 MNomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinting Nomor 26 )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten
Sintang Nomor 3 );

Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah  Kabupaten Sintang  (Lembaran  [aerah
Kabupaten Sintang Tahun Z008 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tabun 2008 tentang
Susunan  Organisasi  Perangkat Daerah  Kabupaten  Sintang
{Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomaor ,.5}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 5 Tahum 2013 (lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 5);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/OMPAN/S/2007 tentang  Pedoman Umum  Penctapan
Indikator Kineria Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
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Feraturan Menteri Negara Pendavagumaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokeasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Potunjuk Teknis
Ferianjian Kinerja, Felaporan Kinerja dan Tata Cara Beviu Atas
Laporan Kinea Instansi Pemerintahg

Feraturan Bupati Sinfang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susuna
Organisasi dan Tata Kerje Hadan Pengelola Keuangan din Asect
[raerah Sintang;

MEMUITLISEAN -

Indikator Kerja Utama pada Badan Pengelola Keuanzan dan Aset Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026 schagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

Indikator Kerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diltum KESATU
keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerjia yang digunakan pada
Badan Pemgelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang untuk
menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan
kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja.

Sctiap Bidang di Badan Pergelola Keuangan dan Aset Daerah wajib
membangun sistern perngumpulan data secara formal dan terstruktur
dalam rangka mengukur kinerja vang menjadi tugasnya berdasarkan
indikator kinerja dalam keputusan ini,

Hasil Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kineria sesuai indikator
kinerja utama dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan wajib dilaporkan
kepada Badan Pengelola Keugngan dan Asct Dacrah setiap akhir semester
melalul Kepala Sub Bagian Keuangan dan FProgram Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

Keputiusan ini berlaku sejak tanggzal ditctapkan, apabila terdapat
kekeliraan  dalam  penetapan  ini akan  diadakan perubahan dan
penvempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 7e September 2021
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